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IKHTISAR EKSEKUTIF
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Tenaga Kerja

Kabupaten Pemalang tahun 2022 ini merupakan bentuk pertanggungjawaban

atas perjanjian kinerja Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Pemalang yang memuat

rencana, capaian dan realisasi indikator kinerja dari sasaran strategis. Sasaran

dan indikator kinerja termuat dalam Renstra Dinas Tenaga Kerja Tahun 2021-

2026. Untuk mencapai sasaran tersebut, ditempuh dengan melaksanakan

strategi, kebijakan, program, dan kegiatan seperti yang telah dirumuskan dalam

rencana strategis.

Adapun ringkasan prestasi kinerja Dinas Tenaga Kerja yang dicapai di

tahun 2022 dapat digambarkan sebagai berikut:

a. Sasaran 1 :

Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Tenaga Kerja guna mengurangi angka

pengangguran serta perlindungan tenaga kerja

Indikator : Indeks Ketenagakerjaan

Tahun 2022 Disnaker Kabupaten Pemalang menargetkan indeks

ketenagakerjaan sebesar 24,21% tercapai 37,43% yang merupakan hasil dari

prosentase tenaga kerja bersertifikat kompetensi sebesar 3,55 %, prosentase

Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme

layanan Antar Kerja dalam wilayah kabupaten / kota sebesar 87,26% dan

Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB,

LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan)

sebesar 21,48%.

Prosentase tenaga kerja bersertifikat kompetensi diperoleh dari Jumlah

tenaga kerja yang memiliki sertifikat kompetensi (909 orang) dibandingkan

dengan jumlah tenaga kerja keseluruhan (25.619 orang).

Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri)

melalui mekanisme layanan Antar Kerja dalam wilayah kabupaten / kota

diperoleh dari Jumlah pencaker (pencari kerja) yang ditempatkan (10.621

orang) dibandingkan dengan Jumlah pencaker yang terdaftar (12.171 orang)
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Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak

(PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS

Ketenagakerjaan) diperoleh dari Jumlah Perusahaan yang menerapkan tata

kelola kerja yang layak (93 perusahaan ) dibanding jumlah perusahaan

Jumlah Perusahaan (433 perusahaan). Realisasi Capaian Sasaran

Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Tenaga Kerja guna mengurangi angka

pengangguran serta perlindungan tenaga kerja adalah sebesar 157%.

b. Sasaran 2 :

Meningkatnya Kinerja Pelayanan Bidang Ketenagakerjaan dan Transmigrasi

Indikator : Indeks Kepuasan Masyarakat

Tahun 2022 Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Pemalang menargetkan angka

80 % untuk indikator Indeks kepuasan masyarakat (IKM). Angka ini diperoleh

dengan melakukan survey kepuasan pelayanan terhadap pelayanan kartu

pencari kerja yang ada di Dinas Tenaga Kerja. Hasil dari SKM diperoleh

angka sebesar 86,17 yang berasal dari 100 responden yang mengisi

questioner tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan Kartu Pencari

Kerja.Realisasi capaian dari Indeks kepuasan masyarakat sebesar 107,7%.

Evaluasi atas pencapaian kinerja dan permasalahan yang ditemui

pada setiap sasaran menunjukkan beberapa tantangan yang perlu menjadi

perhatian bagi DinasTenaga Kerja Kabupaten Pemalang untuk tahun-tahun

selanjutnya.

Hasil evaluasi yang disampaikan dalam Laporan Kinerja Instansi

Pemerintah (LKJIP) ini penting untuk dipergunakan sebagai pijakan bagi

DinasTenaga Kerja Kabupaten Pemalang dalam perbaikan kinerja di tahun

yang akan datang.

Hasil analisis tingkat capaian kinerja menunjukkan bahwa tingkat

pencapaian kinerja pada Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Pemalang adalah

sebesar 132,3% atau kategori sangat baik.
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BAB 1
Pendahuluan
Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Pemalang Tahun

2020 dilaksanakan berdasarkan Peraturan Presiden

Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas

Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri PAN

dan RB RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk

Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan

Kinerja Instansi Pemerintah

Hal ini merupakan bagian dari implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja

Instansi Pemerintah guna mendorong terwujudnya sebuah kepemerintahan

yang baik (good governance).Dengan disusunnya Laporan Kinerja Instansi

Pemerintah DinasTenaga Kerja Kabupaten Pemalang Tahun 2022 diharapkan

dapat bermanfaat untuk:

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas

kinerja yang telah dan seharusnya dicapai oleh Dinas Tenaga Kerja

Kabupaten Pemalang.

2. Mendorong Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Pemalang di dalam

melaksanakan tugas dan fungsinya secara baik dan benar yang didasarkan

pada peraturan perundangan, kebijakan yang transparan dan dapat

dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.

3. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi Dinas Tenaga Kerja

Kabupaten Pemalang untuk meningkatkan kinerjanya.

4. Memberikan kepercayaan kepada masyarakat terhadap DinasTenaga Kerja

Kabupaten Pemalang dalampelaksanaan program/kegiatan dalam rangka

peningkatan kesejahteraan masyarakat.

A. Gambaran Umum
i. Struktur Organisasi
ii. Tugas Pokok&
Fungsi

B. IsuStrategis

C. Keuangan
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1. GAMBARAN UMUM
1.1. Struktur Organisasi, Tugas Pokok & Fungsi

Sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 70 tahun 2021 tentang

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas

Tenaga Kerja Kabupaten Pemalang adalah sebagai berikut:

1. Kepala Dinas;

2. Sekretariat, terdiri dari :

a. Subbagian Bina Program dan Keuangan;

b. Subbagian Umum dan Kepegawaian.

3. Bidang Penempatan Tenaga Kerja, Pelatihan dan Transmigrasi,

terdiri dari :

a. Subkoordinator Penempatan dan perlindungan tenaga kerja;

b. Subkoordinator Pelatihan produktivitas dan Transmigrasi.

4. Bidang Pembinaan Hubungan Industrial, Syarat Kerja dan Jaminan

sosial tenaga kerja terdiri dari:

a. Sub Koordinator Pengupahan dan Jamsostek;

b. Sub Koordinator Hubungan industrial dan Syarat Kerja.

5. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) BLK;

6. Kelompok Jabatan Fungsional

1.2. Tugas Pokok & Fungsi

Berdasarkan Peraturan Bupati Pemalang Nomor 70 Tahun 2021

tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Fungsi dan Tata Kerja

Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Pemalang, dalam penyelenggaraan tugas

pokok tersebut Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Pemalang mempunyai

fungsi :

1. Perumusan kebijakan di bidang penempatan tenaga kerja, pelatihan

dan transmigrasi serta pembinaan hubungan industrial, syarat kerja dan

jaminan sosial tenaga kerja ;

2. Pelaksanaan kebijakan di bidang penempatan tenaga kerja, pelatihan

dan transmigrasi serta pembinaan hubungan industrial, syarat kerja

dan jaminan sosial tenaga kerja;

3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang penempatan tenaga
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kerja,pelatihan dan transmigrasi serta pembinaan hubungan industrial,

syarat kerja dan jaminan social tenaga kerja;;

4. Pelaksanaan administrasi Dinas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan

5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai tugas dan

fungsinya.

2. ISU STRATEGIS
Eksistensi sebuah institusi bergantung sejauh mana institusi tersebut

mampu menemukenali dan merespon isu strategis dengan berbagai kebijakan

dan tindakan yang tepat. Secara umum isu strategis dapat bersumber dari

lingkungan eksternal maupun lingkungan internal. Isu strategis yang dapat

diidentifikasi Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Pemalang, antara lain adalah

sebagai berikut:

a. Tingginya angka pengangguran sebagai akibat terbatasnya kesempatan

kerja dan rendahnya kualitas dan kompetensi tenaga kerja;

b. Kualifikasi tenaga kerja yang tersedia belum sesuai/memenuhi syarat

kebutuhan pasar kerja;

c. Masih rendahnya tingkat kepatuhan perusahaan yang menerapkan

aturan ketenagakerjaan;

d. Belum semua tenaga kerja mengikuti program jamsostek;

e. Masih terdapat calon transmigran yang tidak/belum diberangkatkan ke

lokasi transmigrasi selain karena terbatasnya kuota transmigrasi yang

diberikan Pemerintah Pusat ke propinsi juga karena tidak ada

pemberangkatan transmigrasi karena pandemi.

3. KEUANGAN
Dukungan dana atau anggaran yang tersedia untuk melaksanakan

tugas dan fungsi Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Pemalang pada tahun 2022

berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten

Pemalang Tahun Anggaran 2022.

Pada tahun anggaran 2022 Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Pemalang

mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp. 8.709.768.500- ( Delapan milyar

tujuh ratus Sembilan ribu tujuh ratus enam puluh delapan ribu lima ratus)

dengan rincian :
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 belanja gaji/tunjangan sebesar Rp. 5.173.839.000 (lima milyar seratus
tujuh puluh tiga juta delapan ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah )

 belanja operasi selain gaji/tunjangan sebesar Rp 3.535.929.500 ( Tiga
milyar lima ratus tiga puluh lima juta Sembilan ratus dua puluh
Sembilan ribu lima ratus rupiah ) yang diperuntukkan baik untuk

mendukung pelaksanaan program/kegiatan utama yang berkaitan

langsung dengan sasaran strategis maupun program/kegiatan pendukung.
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BAB 2
Perencanaan &
Perjanjian Kinerja

A. PERENCANAAN STRATEGIS
Renstra Dinas Tenaga Kerja Kabupaten

Pemalang merupakan manifestasi komitmen Dinas

Tenaga Kerja Kabupaten Pemalang dalam mendukung visi dan misi

Pemerintah Daerah Kabupaten Pemalang yang tertuang dalam Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pemalang

(RPJMD)Tahun 2021-2026.

Rencana Strategis (Renstra) adalah dokumen perencanaan Perangkat

Daerah periode lima tahun. Renstra memuat tujuan, sasaran dan strategi

bagi penyelenggaraan program dan kegiatan di Dinas Tenaga Kerja

Kabupaten Pemalang yang harus dilaksanakan secara terpadu, sinergis,

harmonis dan berkesinambungan. Renstra Dinas Tenaga Kerja Kabupaten

Pemalang Tahun 2021-2026 ditetapkan melalui Peraturan Bupati Pemalang

Nomor : 38 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Dinas

Kabupaten Pemalang Tahun 2021-2026.

i. Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah
Mendasari Visi dan Misi Bupati yang telah tertuang dalam RPJMD

Tahun 2021-2026,Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Pemalang mendukung

Misi yang ke 3 Mewujudkan pembangunan mental dan karakter masyarakat

yang agamis, toleran dan gotong royong dengan tujuan Meningkatkan

penanganan kemiskinan, pengangguran dan kesejahteraan sosial dan

sasaran Meningkatnya daya saing tenaga kerja dalam rangka penurunan

penganggu Yang selanjutnya dijabarkan ke dalam tujuan dan sasaran

Perangkat Daerah yang dapat dilihat dalam table di bawah ini:

A. Perencanaan
Strategis

B. PerjanjianKinerja
Tahun2022

C. Rencana
Anggaran
Tahun2022
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Tabel 2.1

INDIKATOR KINERJA UTAMA
DINAS TENAGA KERJA KABUPATEN PEMALANG

TAHUN 2022

NO. TUJUAN SASARAN
INDIKATOR

KINERJA UTAMA

1 Mengurangi

jumlah

pengangguran

Meningkatnya kualitas

dan kuantitas tenaga

kerja guna

mengurangi angka

pengangguran serta

perlindungan tenaga

kerja

Indeks

Ketenagakerjaan

Meningkatnya kinerja

pelayanan bidang

ketenagakerjaan dan

transmigrasi

Indeks Kepuasan

Masyarakat

Dengan keluarnya Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang

tentang kodefikasi, klasifikasi dan nomenklatur perencanaan Pembangunan

dan Keuangan Daerah untuk semua sasaran strategis dengan indikator

capaiannya dijabarkan lebih lanjut ke dalam sejumlah program, kegiatan dan

sub kegiatan.

Dari tujuan dan sasaran yang telah dirumuskan, selanjutnya

dijabarkan dalam strategi atau cara mencapai tujuan dan sasaran. Strategi

terdiri dari kebijakan-kebijakan dan program-program. Program yang

dirumuskan untuk setiap sasaran adalah sebagai berikut:
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Tabel 2.2

SASARAN DAN PROGRAM

No. SASARAN PROGRAM

1. Meningkatnya kualitas dan

kuantitas tenaga kerja guna

mengurangi angka pengangguran

serta perlindungan tenaga kerja

1. Program Perencanaan

Tenaga Kerja

Program Pelatihan Kerja dan

Produktifitas Tenaga Kerja

Program Penempatan

Tenaga Kerja

Program Hubungan Industrial

Program Pembangunan

Kawasan Transmigrasi

2. Meningkatnya kinerja pelayanan

bidang ketenagakerjaan dan

transmigrasi

Program Penunjang Urusan

Pemerintahan Daerah

Kabupaten/Kota

ii. Strategi dan Arah Kebijakan Perangkat Daerah
Setelah menentukan tujuan dan sasaran, maka langkah selanjutnya

perlu ditentukan bagaimana hal tersebut dapat dicapai. Cara mencapai tujuan

dan sasaran merupakan strategi organisasi.

Tabel 2.3

Strategi dan Arah Kebijakan

No Strategi Kebijakan

1. a. Perbaikan kualitas pelayanan

prima kepada masyarakat;

a.Peningkatan kualitas

pelayanan prima kepada

masyarakat;

b. Meningkatkan transparansi

dan akuntabilitas dokumen

perencanaan dan

b.Penyusunan dokumen

perencanaan dan

penganggaran yang
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No Strategi Kebijakan

penganggaran dalam

penyelenggaraan

pemerintahan dan

pembangunan

sinergis dengan kebijakan

pemerintah pusat, dan

provinsi serta

penyusunan berbagai

laporan kinerja sesuai

dengan amanat peraturan

perundang-undangan

c.Peningkatan kapasitas calon

tenaga kerja melalui pelatihan

baik berbasis kompetensi,

berbasis kewirausahaan

maupun berbasis masyarakat;

c.Peningkatan kesempatan

kerja dan kapasitas calon

tenaga kerja

d.Melaksanakan pengelolaan

data dan informasi

ketenagakerjaan untuk

mendukung perencanaan

dalam penciptaan

kesempatan kerja;

d.Optimalisasi pengelolaan

data dan informasi

ketenagakerjaan;

e.Peningkatan kinerja lembaga

pelatihan swasta, perusahaan

kecil dan tenaga kerja melalui

pembinaan lembaga pelatihan

swasta, dan peningkatan

pengetahuan;

e. Peningkatan ketrampilan

tenaga kerja baik berbasis

kompetensi, masyarakat

dan kewirausahaan;

f. Peningkatan kapasitas dan

kuantitas BLK.

Terbangunnya Tempat

Uji Kompetensi (TUK)

Peningkatan kualitas dan

kuantitas sarana dan

prasarana BLK sesuai

kebutuhan
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No Strategi Kebijakan

g.Pembinaan dan penilaian

kinerja lembaga pelatihan

kerja swasta;

Percepatan Lembaga

Latihan kerja swasta

memiliki akreditasi;

h.Peningkatan kapasitas

lembaga pelatihan kerja

swasta dengan mendorong

lembaga pelatihan kerja

swasta memiliki perijinan dan

akreditasi.

h.Peningkatan

pengetahuan pengelola

Lembaga Latihan kerja

sesuai standar yang

ditentukan;

i. Meningkatkan penempatan

tenaga kerja di dalam dan luar

negeri serta kewirausahaan;

Peningkatan perluasan

kesempatan kerja dan

penempatan tenaga kerja

di dalam dan luar negeri;

j. Meningkatkan kualitas kinerja

lembaga penempatan kerja

Peningkatan kemampuan

instruktur Lembaga

pelatihan kerja pemerintah

dan swasta.

k.Meningkatkan

penyebarluasan informasi

kesempatan kerja di dalam

dan luar negeri baik melalui

Bursa Kerja On Line (BKO),

Bursa Kerja Khusus (BKK)

dan Job Fair Expo;

k. Peningkatan fungsi

Bursa Kerja Online (BKO)

dan sertifikasi pelayanan

ketenagakerjaan (Sertifikat

ISO 90001:2015);

l.Peningkatan

penyebarluasan informasi

kesempatan kerja di dalam

dan luar negeri;

m.Peningkatan

penempatan pencari kerja
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No Strategi Kebijakan

diprioritaskan pada pencari

kerja yang telah

mendapatkan AK I ( kartu

Kuning);

Peningkatan Perlindungan

Tenaga Kerja melalui

kepemilikan Jaminan Sosial

Ketenagakerjaan (BPJS

Ketenagakerjaan),

Penyelesaian Hubungan

Industrial dan pemberian

ketrampilan pada TKI Purna;

n.Perlindungan tenaga

kerja diprioritaskan pada

pasca TKI

Peningkatan IMTA yang

memiliki perpanjangan melalui

pembinaan perusahaan yang

memiliki tenaga kerja asing;

o.Pembinaan perusahaan

yang memiliki TKA

diprioritaskan pada

perusahaan dengan IMTA

yang belum memiliki

perpanjangan;

p.Peningkatan kualitas

pelayanan calon TKI

demngan pembentukan

Layanan Terpadu Satu

Atap (LTSA)

Meningkatkan sarana

prasarana hubungan

industrial (Peraturan

Perusahan, Perjanjian Kerja

Bersama, Lembaga Kerjasama

Bipartit, Tripartit, Dewan

Pengupahan);

q.Peningkatan sarana dan

prasarana hubungan

industrial (Peraturan

Perusahaan, Perjanjian

Kerjasama, Lembaga

kerjasama, Lembaga

Kerjasama Bi partiti,
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No Strategi Kebijakan

Tripartit, Dewan

Pengupahan;

Peningkatan kapasitas

lembaga ketenagakerjaan

melalui pembinaan, pelatihan

dan sosialisasi;

r.Peningkatan

Perlindungan tenaga kerja

dan keselamatan tenaga

kerja diprioritaskan pada

perusahaan yang belum

memberikan jaminnan

ketenagakerjaan dan

belum melaksanakan K3

Meningkatkan perlindungan

upah (UMK).

Meningkatkan kualitas SDM

pengelola transmigrasi;

q. Peningkatan kapasitas

aparat penyelenggara

transmigrasi;

Mengoptimalkan kerjasama

antar wilayah, antar pelaku dan

antar sektor pendukung urusan

transmigrasi.

Optimalisasi kerjasama

antar wilayah, antar pelaku

dan antar sektor;

Koordinasi antarsektor dalam

pembangunan kawasan

transmigrasi, baik antar

pemerintah pusat, antar

pemerintah daerah, maupun

antar pemerintah pusat dengan

pemerintah daerah terkait

dengan kesiapan daerah

penempatan dalammenyiapkan

s. Peningkatan koordinasi

antarsektor dalam

pembangunan kawasan

transmigrasi;
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No Strategi Kebijakan

lokasi yang benar-benar

memenuhi kriteria Clear and

Clean– Layak Huni, Layak

Usaha, Layak Berkembang,

Layak Lingkungan (2C-4L).

Peningkatan Pertisipasi

Transmigrasi melalui

penjaringan minat.

Peningkatan motivasi dan

kesadaran masyarakat

akan arti pentingnya

transmigrasi untuk

kehidupan yang lebih baik;

u. Peningkatan kerjasama

antar daerah dalam

penyelenggaraan

transmigrasi

B. PERJANJIAN KINERJA
Dokumen Perjanjian Kinerja (PK) merupakan dokumen yang

berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada

pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan

yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah

komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan

pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan

wewenang serta sumber daya yang tersedia. Dokumen tersebut memuat

sasaran strategis, indikator kinerja, beserta target kinerja dan anggaran.

Dalam penyusunan perjanjian kinerja instansi mengacu pada Renstra,

RKT, IKU dan anggaran atau DPA. Adapun Perjanjian Kinerja Dinas Tenaga

Kerja Kabupaten Pemalang Tahun 2022 adalah sebagai berikut:
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Tabel 2.4

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

NO. Sasaran Strategi Indikator Kinerja Satuan Target

1. Meningkatnya Kualitas

dan Kuantitas Tenaga

Kerja guna mengurangi

angka Pengangguran

serta Perlindungan

Tenaga Kerja

Indeks

Ketenagakerjaan

% 24.21

2. Meningkatnya Kinerja

Pelayanan Bidang

Ketenagakerjaan dan

Transmigrasi

Indeks Kepuasan

Masyarakat

% 80

C. RENCANA ANGGARAN TAHUN2022
Pada tahun anggaran 2022 Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Pemalang

mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp. 8.709.768.500- ( Delapan milyar

tujuh ratus Sembilan juta tujuh ratus enam puluh delapan ribu rupiah) dengan

rincian :

 belanja gaji/tunjangan sebesar Rp. 5.173.839.000 (lima milyar seratus
tujuh puluh tiga juta delapan ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah )

 belanja operasi selain gaji/tunjangan sebesar Rp 3.535.929.500 ( Tiga
milyar lima ratus tiga puluh lima juta Sembilan ratus dua puluh
Sembilan ribu lima ratus rupiah ) yang diperuntukkan baik untuk

mendukung pelaksanaan program/kegiatan utama yang berkaitan

langsung dengan sasaran strategis maupun program/kegiatan pendukung.

Adapun target belanja Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Pemalng melalui APBD

Tahun Anggaran 2022 adalah sebagai berikut:
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Tabel 2.5

TARGET BELANJA APBD PERUBAHAN TAHUN 2022

No. URAIAN JUMLAH ANGGARAN
1 2 3

1 BELANJA 8.709.768.500

1.1 BELANJA OPERASI 8.694.768.500

- Belanja Pegawai

- Belanja Barang dan Jasa

5.173.839.000

3.520.929.500

1.2 BELANJA MODAL 15.000.000

Belanja Modal Peralatan dan Mesin 15.000.000

Belanja Modal Gedung dan Bangunan 0

Belanja Modal Asset Tetap lainnya 0

Tabel 2.6

Penyerapan Anggaran per Program Tahun 2022

No Program Anggaran Realisasi Capaian %
1 Program Penunjang

Urusan Pemerintahan Daerah

Kab/Kota

6.386.472.000 6.286.602.564 98,44

2 Program Pelatihan Kerja dan

Produktifitas Tenaga Kerja

901.282.500 884.848..512 98,18

3 Program Penempatan Tenaga

Kerja

1.105.975.000 1.103.499.009 99,78

4 Program Hubungan Industrial 200.000.000 199.662.126 99,33

5 Program Pembangunan

Kawasan Transmigrasi

116.039.000 104.855.924 90,36

Jumlah 8.709.768.500 8.578.040.045 98,49
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BAB 3
Akuntabilitas Kinerja

Akuntabilitas merupakan salah satu pilar yang

menopang pemerintahan menuju good governance

sehingga mampu menunjukkan sejauh mana sebuah

instansi pemerintah telah memenuhi tugasnya dalam memberikan pelayanan

kepada masyarakat. Kerangka Pengukuran kinerja di Pemerintah Kabupaten

Pemalang dilakukan dengan mengacu ketentuan dalam Peraturan Presiden

Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi

Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian

Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja. Adapun pengukuran

kinerja tersebut dengan rumus sebagai berikut:

CAPAIAN INDIKATOR KINERJA
1. Semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja atau

semakin rendah realisasi menunjukkan makin rendahnya kinerja,

digunakan rumus :

2. Semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja atau

semakin rendah realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja,

digunakan rumus :

atau

A.Capaian Kinerja
Organisasi

B.Akuntabilitas
Anggaran

C. Inovasi
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:

Capaian Kinerja

CAPAIAN INDIKATOR SASARAN
Berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisa untuk memberikan

informasi yang lebih transparan mengenai keberhasilan atau ketidakberhasilan

pencapaian kinerja. Untuk capaian masing-masing indikator kinerja sasaran

disimpulkan berdasarkan "Metode Rata-rata Data Kelompok" dengan rumus

hitungan sebagai berikut:

Adapun dalam penyusunan laporan ini, pedoman yang digunakan untuk

menggambarkan skala nilai peringkat kinerja adalah Peraturan Menteri Dalam

Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang pelaksanaan Peraturan Pemerintah

Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian

dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah sebagaimana yang

tercantum dalam tabel sebagai berikut.
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Tabel 3.1

Skala Nilai Peringkat Kinerja
No. Interval Nilai

Realisasi Kinerja
Kriteria Penilaian
Realisasi Kinerja

Kode

1. ≥ 91 % Sangat Baik

2. 76 – 90 % Tinggi

3. 66 – 75 % Sedang

4. 51 – 65 % Rendah

5. ≤ 50 % Sangat Rendah

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI
Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Pemalang telah menyusun

Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Pemalang

yang tertuang dalam Peraturan Bupati Nomor Tahun tentang

Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor Tahun Tentang

Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Pemalang dan Indikator

Kinerja Utama Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten

Pemalang Tahun 2021-2026. Selanjutnya, IKU tersebut menjadi kerangka

acuan untuk menetapkan Perjanjian Kinerja DinasTenaga Kerja Tahun

2022. Berdasarkan hal tersebut, diharapkan semua program dan kegiatan

yang telah dilaksanakan dapat dihitung persentase capaian kinerjanya

guna menilai sejauh mana sasaran- sasaran yang telah ditetapkan pada

tahun 2022.

Perjanjian Kinerja Dinas Tenaga Kerja Pemalang Tahun 2022

sebagaimana dalam lampiran. Sedangkan masing-masing indikator

tersebut diuraikan dalam tabel sebagai berikut:
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Sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan

Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang

Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas

Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan

Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53

Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja

dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja menunjukan bahwa tingkat

capaian kinerja 6 sasaran tersebut secara rincian seluruh sasaran adalah

sebagai berikut:

Tabel 3.2

CAPAIAN KINERJA ATAS PERJANJIAN KINERJA
DINAS TENAGA KERJA KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2022

No Sasaran Strategis
Uraian
Indikator
Kinerja Utama

Tahun 2022
Capaia
n

Satuan Target Realisa
si

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

1. Meningkatnya Kualitas

dan Kuantitas Tenaga

Kerja guna

mengurangi angka

Pengangguran serta

Perlindungan Tenaga

Kerja

Indeks

Ketenagakerjaa

n

% 24.21 37,43 157

2. Meningkatnya Kinerja

Pelayanan Bidang

Ketenagakerjaan dan

Transmigrasi

Indeks

Kepuasan

Masyarakat

% 80 86,17 107,7

Dari hasil pengukuran kinerja sasaran strategis tersebut diatas

selanjutnya dilakukan evaluasi dan analisis capaian kinerja pada setiap

sasaran strategis RENSTRA Dinas Tenaga Kerja 2021-2026,untuk analisis
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dan capaian kinerja sasaran strategis tahun 2022 secara lengkap dijelaskan

dibawah ini.

Analisis terhadap 2 sasaran strategis yang ditetapkan oleh Dinas

Tenaga Kerja Kabupaten Pemalang sebagai tolak ukur keberhasilan dari

tujuan dan sasaran strategis Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Pemalang

beserta target dan capaian realisasi kinerja dapat disajikan sebagai berikut :

Sasaran Strategis 1
Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Tenaga Kerja

guna mengurangi angka Pengangguran

serta Perlindungan Tenaga Kerja

Capaian Kinerja Sasaran Strategis 1: Meningkatnya Kualitas dan

Kuantitas Tenaga Kerja guna mengurangi angka Pengangguran serta

Perlindungan Tenaga Kerja pada tahun 2022 tercapai sebesar 157%

kategori Sangat Tinggi.

Tabel 3.3

CAPAIAN KINERJA SASARAN STRATEGIS 1

No Sasaran
Strategis

Indikator
Kinerja

Capaian
Tahun

Tahun 2022 Target
Akhir
Renstr
a

2026

%
Capaian
s/d 2022
terhadap
Renstra
2026

2020 2021 Target Realis
asi

%

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

(8) = 6-

(7-6) /

(6)

(9) (10) = (7) / (9)

1. Meningkatnya

Kualitas dan

Kuantitas

Tenaga Kerja

guna

Indeks

Ketenaga

kerjaan

0 0 24,21 37,43 157 33,16 113



Page 27

mengurangi

angka

Pengangguran

serta

Perlindungan

Tenaga Kerja

Indikator Indeks ketenagakerjaan tahun 2022 dari target 24,21%

tercapai 37,43 % yang merupakan hasil dari prosentase tenaga kerja

bersertifikat kompetensi sebesar 3,55 %, prosentase Tenaga kerja yang

ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan Antar

Kerja dalam wilayah kabupaten / kota sebesar 87,26% dan Persentase

Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS

Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan)

sebesar 21,48%.

Prosentase tenaga kerja bersertifikat kompetensi diperoleh dari Jumlah

tenaga kerja yang memiliki sertifikat kompetensi (909 orang) dibandingkan

dengan jumlah tenaga kerja keseluruhan (25.619 orang).

Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri)

melalui mekanisme layanan Antar Kerja dalam wilayah kabupaten / kota

diperoleh dari Jumlah pencaker (pencari kerja) yang ditempatkan (10.621

orang) dibandingkan dengan Jumlah pencaker yang terdaftar (12.171 orang)

Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang

layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta

BPJS Ketenagakerjaan) diperoleh dari Jumlah Perusahaan yang

menerapkan tata kelola kerja yang layak (93 perusahaan ) dibanding jumlah

perusahaan Jumlah Perusahaan (433 perusahaan)

Permasalahan yang masih dihadapi adalah :
1. Rendahnya kualitas dan ketrampilan tenaga kerja

2. Kualifikasi tenaga kerja yang tersedia belum sesuai/memenuhi syarat

kebutuhan pasar kerja;



Page 28

 Sebagian besar perusahaan di Pemalang bergerak dibidang

garment yang membutuhkan skill sewing/menjahit sedangkan

pencari kerja rata2/sebagian besar tidak menguasai ketrampilan

tersebut.

 Jurusan /program studi pada SMK di Kabupaten Pemalang yang

ada Jurusan Tata Busana, yang mencetak Calon TK

berketrampilan sewing/menjahit;

 Keinginan/minat pencari kerja yang cenderung bekerja di

Jabodetabek.

3. Semua perusahaan sudah menerapkan UMK tetapi standar upah rendah

sehingga banyak pekerja yang pindah ke daerah yang UMK.nya tinggi;

Masih ada BUMD yang pembayaran gaji/upahnya belum sesuai UMK

(20%).

4. Aturan Ketenagakerjaan belum diterapkan secara optimal,dari jumlah 183

perusahaan yang sudah menerapkan Peraturan Perusahaan kurang lebih

65 perusahaan belum menerapkan aturan perusahaan (35%) sedangkan

65 % sudah menerapkan Peraturan Perusahaan.

5. Kurangnya tenaga instruktur;

6. Kurangnya sarana dan prasarana Balai Latihan Kerja (BLK).

Solusi
1. Peningkatan pelatihan sesuai dengan kompetensi dan kualifikasi yang

dibutuhkan;

2. Dalam rangka perluasan kesempatan kerja mengadakan kegiatan job fair,

job canvasing dan Kerjasama dengan perusahaan yang membuka

lowongan kerja;

3. Mengadakan sosialisasi, pembinaan dan monev;

4. Berdasarkan Permenaker Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pedoman

Penyelenggaraan Pelatihan Berbasis Kompetensi, maka tenaga

pelatih/instruktur yang dibutuhkan oleh BLK adalah instriktur yang memiliki

kompetensi metodologi dan kompetensi teknis.

5. Penambahan jumlah instruktur;
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6. Penambahan Sarpras BLK yang dibutuhkan adalah Gedung asrama dan

kendaraan roda 4

Indikator ini didukung oleh Program Pelatihan Kerja dan Produktifitas Tenaga

Kerja, Program Penempatan Tenaga Kerja, dan Program Hubungan Industrial.

Sasaran Strategis 2
Meningkatnya Kinerja Pelayanan Bidang Ketenagakerjaan dan Transmigrasi

Capaian Kinerja Sasaran Strategis 2 : Meningkatnya Kinerja Pelayanan Bidang

Ketenagakerjaan dan Transmigrasi , tercapai sebesar 86,17 % atau kategori tinggi

Tabel 3.4

CAPAIAN KINERJA SASARAN STRATEGIS 2

No

Sasaran
Strategis

Indikator
Kinerja

Capaian
Tahun

Tahun 2022

Target
Akhir
Renstr
a

2021

%

Capaian
s/d 2021
terhada
p
Renstra
2026

2020 2021 Targe
t

Realisa
si

%

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
(8) = (7)

/ (6) (9)

(10) = (7) /

(9)

1. Meningkatnya

Kinerja

Pelayanan

Bidang

Ketenagakerj

aan dan

Transmigrasi

Indeks

Kepuasan

Masyarakat

NA NA 80 86,17 107,7 80 107,7

Indeks Kepuasan Masyarakat Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) adalah

data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil

pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam
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memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik dengan

membandingkan antara harapan dan kebutuhannya.

Untuk memperoleh data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat

dilakukan dengan melakukan survey kepuasan masyarakat dengan responden dari

masyarakat yang melakukan pelayanan di Dinas Tenaga Kerja Kabupaten

Pemalang terutama yang untuk pelayanan Kartu Pencari Kerja (AK1) .

Dari survey kepuasan masyarakat tahun 2022 dengan jumlah responden sebanyak

100 orang pada akhir athun 2022 pendaftar Kartu Pencari Kerja diperoleh angka

86,33. Hal ini menunjukkan bahwa pelayanan Kartu Pencari Kerja (AK1) di Disnaker

menunjukkan kategori baik. Dari 9 unsur pelayanan yang disurvei menunjukkan

bahwa kinerja pelayanan di Disnaker Kabupaten Pemalang baik.

Sedangkan pada semester 1 Tahun 2022 berdasarkan hasil pengolahan data

SKM unit Pelayanan Kartu Pencari Kerja (AK1) pada Dinas Tenaga Kerja Kabupaten

Pemalang, diperoleh hasil sebanyak 86 (Baik)

No Unsur Layanan Nilai Mutu Pelayanan

1 2 3 4

1 Syarat 84,50 Baik

2 Prosedur 86,50 Baik

3 Waktu Pelayanan 86,75 Baik

4 Biaya/Tarif 100 Sangat Baik

5 Produk Spesfikasi 85 Baik

6 Kompetensi Pelaksana 88.25 Baik

7 Perilaku Pelaksana 88.500 Sangat Baik

8 Sarana dan Prasarana 80.000 Baik

9 Penanganan Pengaduan 78.250 Baik

IKM 86,33 Baik
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Hasil rata-rata indikator indeks kepuasan masyarakat Disnaker Kabupaten

Pemalang pada tahun 2022 sebesar 86,17.

B. AKUNTABILITAS ANGGARAN
i. Realisasi Anggaran

Dalam upaya untuk mengukur penilaian kinerja capaian keuangan

selanjutnya dilakukan pengukuran kinerja keuangan terhadap Belanja

Langsung. Mendasari Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang

Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, pengukuran kinerja

keuangan per sasaran dihitung dengan membandingkan pagu dan

realisasinya. Dari hasil perhitungan tersebut dapat dianalisis tingkat efisiensi

anggaran dari masing-masing capaian sasaran. Berikut ini adalah rekapitulasi

capaian kinerja keuangan per sasaran:

No Unsur Layanan Nilai Mutu Pelayanan

1 2 3 4

1 Syarat 85,40 Baik

2 Prosedur 83,75 Baik

3 Waktu Pelayanan 84,16 Baik

4 Biaya/Tarif 93,33 Sangat Baik

5 Produk Spesfikasi 86,25 Baik

6 Kompetensi Pelaksana 88,33 Sangat Baik

7 Perilaku Pelaksana 90,40 Sangat Baik

8 Sarana dan Prasarana 77,08 77,08 Baik

9 Penanganan Pengaduan 86,04 Baik

IKM 86,00 Baik
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Tabel 3.5

Target dan Realisasi Anggaran Per Sasaran Strategis
Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Pemalang Tahun 2022

No. Sasaran Strategis Jumlah Anggaran Realisasi %

1 2 3 4 5

1. Meningkatnya

Kualitas dan

Kuantitas Tenaga

Kerja guna

mengurangi angka

Pengangguran serta

Perlindungan Tenaga

Kerja

2.323.296.500 2.292.414.461 98,67

2. Meningkatnya

Kinerja Pelayanan

Bidang

Ketenagakerjaan dan

Transmigrasi

6.386.472.000 6.285.625.584 98,42

8.709.768.500 8.578.040.045 98,49

Sumber : Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Pemalang

ii. Analisis Efisiensi Sumber Daya
Efisiensi sumberdaya diasumsikan dapat tercapai apabila capaian

kinerja telah terpenuhi 100% dan memiliki efisiensi anggaran. Adapun tingkat

efisiensi penggunaan sumberdaya dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:
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Tabel 3.6

EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA TERHADAP CAPAIAN
SASARAN STRATEGIS

DINAS TENAGA KERJA KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2022

No. Sasaran
Strategis

Jumlah
indikator

Capaian
Kinerja
Sasaran

Penyerapan
Anggaran

Capai
an (%)

Efisii
ensi

1 2 3 4 5 6 7

Meningkatnya

Kualitas dan

Kuantitas

Tenaga Kerja

guna

mengurangi

angka

Pengangguran

serta

Perlindungan

Tenaga Kerja

Indeks

Ketenagakerj

aan

157 2.292.414.461 98,67 1,37

Meningkatnya

Kinerja

Pelayanan

Bidang

Ketenagakerjaan

dan

Transmigrasi

Indeks

Kepuasan

Masyarakat

107,7 6.285.625.584 98,42 1,58

Sumber : Disnaker Kabupaten Pemalang
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Berdasarkan tabel tersebut di atas, maka dapat diasumsikan bahwa

untuk tahun 2022, dari 2 (dua) sasaran yang ditetapkan oleh Disnaker

Kabupaten Pemalang, 2 sasaran telah mencapai efisiensi sumberdaya

C. INOVASI
Memuat:

1. Inovasi yang dibuat oleh Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Pemalang

terkait pencapaian sasaran kinerja/tupoksi adalah SIPELITANAKER.

2. Pemanfaatan

Aplikasi Sipelitanaker dibuat untuk memudahkan para pencari kerja di

Kabupaten Pemalang untuk membuat kartu AK1 dan mencari informasi

pelayanan ketenagakerjaan meliputi informasi pelatihan kerja, dan informasi

lowongan pekerjaan.

3. Dokumentasi

Gambar 3.1
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A.Kesimpulan
B.Rencana Tindak
Lanjut

BAB 4
Penutup

A. Kesimpulan
Penyelenggaraan kegiatan di Dinas Tenaga Kerja

Kabupaten Pemalang pada Tahun Anggaran 2022 merupakan pelaksanaan

Rencana Strategis Dinas Tenaga Kerja. Kabupaten Pemalang Tahun 2021-

2026. Keberhasilan yang dicapai berkat kerja sama dan partisipasi semua

pihak dan diharapkan dapat dipertahankan serta ditingkatkan. Sementara itu,

untuk target-target yang belum tercapai perlu diantisipasi dan didukung oleh

berbagai pihak.

Hasil laporan kinerja Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Pemalang

tahun 2022 dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Capaian Kinerja Sasaran Strategis 1: Meningkatnya Kualitas dan

Kuantitas Tenaga Kerja guna mengurangi angka Pengangguran serta

Perlindungan Tenaga Kerja tercapai sebesar 24,21% (157) Sangat

Tinggi.

2. Capaian Kinerja Sasaran Strategis 2 : Meningkatnya Kinerja Pelayanan

Bidang Ketenagakerjaan dan Transmigrasi , tercapai sebesar 80%

( 107,7%) atau kategori Tinggi

Hasil ini merupakan representasi dari kinerja Dinas Tenaga Kerja

Kabupaten Pemalang sebagaimana tercantum dalam Rencana Strategis

(RENSTRA) 2021-2026, dan Rencana Kerja Tahun 2022.

Berdasarkan pemenuhan capaian kinerja 100%, dari 2 sasaran

strategis, terdapat 2 ( dua ) sasaran yang sangat tinggi .
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Grafik Capaian Sasaran Kinerja
berdasarkan Pemenuhan Capaian Kinerja 100%

Gambar 4.1

Keterangan :

Sasaran Strategis Indikator Kinerja
A. Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas

Tenaga Kerja guna mengurangi

angka Pengangguran serta

Perlindungan Tenaga Kerja

Indeks Ketenagakerjaan

Gambar 4.2
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